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a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23-Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

Lahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Lampung Tahun 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja
dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
disusur. dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun
2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program
strategis nasional yang merupakan satu kesatuan dalam
Sistem Perencanasn Pembangunan Nasional;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Lampung Tahun 2021 memuat arahan kepada Perangkat
Daerah di lingkungan FPemerintah Provinsi Lampung dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi
dan misi pembangunan Provinsi Lampung serta menjadi dasar
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan
Plafon ~ Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (R-APBD) Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf bt dan huruf c tersebut di atas, perlu disusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung
Tahur 2021 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur
Lampung;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ientang Keuangan
Negara,; ‘

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,;
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Undang-Undang Némor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nas’onal Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalamm Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN
2021. -

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan dacrah otonom.

Gubernur adalah Gubarnur Lampung.

Dewarn Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Urusan Pemerintahan -adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat
RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana P rbangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Deerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yvang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat
Daerah. ‘

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Derah atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah,.
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Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada su.atu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk bararg/jasa.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yvang diharapkan dari suatu kegiatan.

Program adalah bentuk. instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yvang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.

BAB II
RENCANA KERJA DAN SISTEMATIKA RKPD
' Pasal 2
RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021 terdiri dari:
a. Bukul : tentang gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi
makro, arah kebijakan keuangan daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, dan
pendanaan; dan

b. Buku Il : tentang program dan rencana kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan
tahunan daerah yang berisikan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi
Lampung untuk tahun 2021 periode tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir
sampal dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

RKPD Provinsi Lampung“ Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan KUA
APBD Provinsi Lampung dan PPAS Tahun 2021;

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2021;

b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja
Pemerntah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2021; dan

¢. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rancangan
APBD Provinsi Lampung tahun 2021.
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Pasal 4

Dalam melakukan pembahasan RKA-PD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD Provinsi
Lampung Tahun 2021.

Pasal 5
Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai
berikut:

a. Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas
pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran
kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;

b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur
Lampung melalui Bappeda Provinsi Lampung 14 (empat belas) hari setelah
berakhirnya triwulan tahun berjalan; dan

c. Laporan kinerja menjadi dan bahan pertimbangan untuk dievaluasi kinerja
pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah pada anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 14 Juli 2020

GUBERNUR LAMPUNG,
ttd
ARINAL DJUNAIDI
Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR : 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

s
ZULFIKAR, SH., MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003













